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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Restukturisasi Lembaga Pengelolaan Penerimaan negara” dengan tim
peneliti terdiri dari Muhammad Djafar Saidi (ketua), Syamsuddin Mukhtar (anggota) Ruslam Hambali
(anggota), dan Eka Merdekawati Djafar (anggota). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami (1) mengapa dilakukan restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai menjadi lembaga pengelolaan penerimaan negara yang bersifat otonom dan transparansi, (2)
bagaimanakah bentuk peraturan yang menjadi dasar pembentukan lembaga pengelolaan penerimaan
negara sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, (3) bagaimanakah wewenang lembaga
pengelolaan penerimaan negara apabila telah berada di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
(4) kepada siapa lembaga pengelolaan penerimaan negara bertanggungjawab apabila telah berada di luar
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Target yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk menata kembali lembaga yang berwenang
melakukan pengelolaan penerimaan negara. Berhubung karena, lembaga yang berwenang melakukan
pengelolaan penerimaan negara saat ini pada hakikatnya merupakan bagian dari eksekutif yang dipimpin
oleh Presiden Republik Indonesia dalam kerangka melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan demikian,
lembaga tersebut tidak memiliki sifat otonom dan transparansi dalam upaya melakukan pengelolaan
penerimaan negara untuk menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara. Diharapkan ke depan,
terbentuk suatu lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan penerimaan negara yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga tersebut tidak berada dalam wilayah eksekutif sehingga
berkewajiban menyiapkan pendanaan untuk memenuhi belanja negara yang direncanakan tiap-tiap tahun
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, tidak mudah untuk diintervensi oleh siapapun
termasuk Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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NATIONAL ACCEPTANCE CULTIVATION INSTITUTION PERESTROIKA
Muhammad Djafar Saidi, Syamsuddin Muchtar,  Ruslan Hambali, Eka Merdekawati Djafar
ABSTRACT
The title of research is “Restructuring state revenue management” institutions with a research
team consisting of Muhammad Djafar Saidi (chairman), Syamsuddin Muchtar (member), Ruslan Hambali
(member), and Eka Merdekawati Djafar (member). The aims of research to identify anda understand (1)
why the restructuring of the directorate general taxes and the directorate general of customs and excise
revenue into state management institutions are autonomous and transparency, (2) How the form of rules
that were established revenue management institutions that can not be influenced by any are, (3) How the
authority of state revenue management institutions when it is outside of the finance ministry Republic
Indonesia, (4) to whon the agency responsible for management or state revenue when it is located outside
the finance ministry Republic Indonesia.
The target to be achieved in this research is to restructure the agency authorized to manage state
revenue. Therefor, the agency authorized to manage the current state revenus are actually a part of the
executive led by President of Republic Indonesia wthio the framework of implementing of the
government affairs. Thus, the agency do es not have the autonomus properties and transparency in order
to manage state revenues to support the state bugdet. We expected in the future, formed an agency which
is authorized to exercise state revenue management accountable and can be accountited. These institutions
are not inthe area so that the executive is obliged to prepare funding to meet planned expenditure for each
country each tear by the finance minister of Republic Indonesia. Besides that, is not easy to intervened by
anyone, including President of Republic Indonesa as a heads of state based on article 4 (1) on the
Constitutions of the Republic of Indonesia in 1945.
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